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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kawasan Desa Wisata dewasa menjadi tujuan menarik bagi 
wisatawan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang kemudian 
diperlukan adanya pengelolaan guna memaksimalkan potensi dari Desa 
Wisata tersebut. Keberadaan masyarakat Desa dalam pengelolaan Desa 
Wisata sangat berperan penting dalam pengembangan potensi Desa Wisata, 
yang kemudian ditunjang dengan adanya dukungan dari pemerintah sendiri. 
Pemerintah Desa sebagai pemerintah otonom bukan berarti dapat 
mengembangkan daerah otonomnya tanpa adanya bantuan dari Pemerintah 
Daerah maupun pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah 
untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan 
masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan 
pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. 
Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan 
sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju 
pembangunan daerah. 
Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya 
perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam 
tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang 
sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi 
Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam 
kerangka asas deonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah 
dalam kerangka asas desentralisasi. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten 
sendiri tidak dapat secara langsung memantau dan membantu 
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pengembangan dalam setiap Desa pada wilayahnya, sehingga diperlukan 
adanya perangkat daerah Kecamatan (pasal 209 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 
209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, 
sebagaimana terdapat dalam ayat (2) huruf f, sebagai berikut: 
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas: 
1. Sekretariat daerah. 
2. Sekretariat DPR. 
3. Inspektorat. 
4. Dinas. 
5. Badan. 
6. Kecamatan. 
Kedudukan Kecamatan dijelaskan dalam pasal 221 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: 
1. (Ayat 1) Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam 
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan 
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa/Kelurahan. 
2. (Ayat 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada 
peraturan pemerintah. 
3. (Ayat 3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan 
bersama bupati/wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum 
ditetapkan oleh bupati/ wali Kota disampaikan kepada Menteri 
melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk 
mendapat persetujuan. 
Kecamatan dibentuk guna membentuk koordinasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi koordinasi dipelajari dan diangkat 
menjadi konsep manajemen sejak abad 20 (Taliziduhu Ndraha, 2001:526). 
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Koordinasi penting diantara anggota-anggota atau unit-unit organisasi yang 
pekerjaannyta saling bergantung. Semakin banyak pekerjaan unit-unit atau 
individu-individu yang berlainan yang erat hubungannya, main besar pula 
kemungkinan terjadinya masalah koordinasi. Camat sebagai pimpinan 
tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan 
pemerintahan di Kecamatan, serta memberikan pelayanan publik di 
Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Sebagai 
perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat 
pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada 
Bupati/Walikota. Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi 
pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat 
mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan 
masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan 
tugas-tugas umum pemerintahan. 
Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat 
Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui 
sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada 
Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban 
administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan 
langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Cama berada langsung 
di bawah Bupati/Walikota. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah 
(wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah 
kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah 
Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi 
pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, 
penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, penegakan peratruran 
perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
dan/atau Kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang 
belum dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/Kelurahan dan/atau instansi 
pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. oleh karena itu, kedudukan 
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Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, 
karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan 
harus berada dalam koordinasi dengan Camat. 
Posisi dan peran pemerintah dalam kehidupan suatu masyarakat 
bangsa menuntut agar birokrasi tersebut mampu mengemban misi, 
menyelenggarakan fungsi dan menjalankan semua aktivitas yang menjadi 
tanggungjawabnya dengan tingkat efisiensi, efektivitas yang setinggi 
mungkin bersama dengan orientasi pelayanan, bukan orientasi kekuasaan, 
dan menampilkan perilaku yang fungsional (Sondang P. Siagian, 1994: 5). 
Camat sebagai perangkat daerah mempunyai kekhususan dibandingkan 
dengan perankat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan 
tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio 
kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan 
budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah 
sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka 
membangun integritas kesautan wilyah. Fungsi utama Camat selain 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas 
pembinaan wilayah. Keberadaan perangkat daerah berbentuk pemerintah 
Kecamatan sebagai perantara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah 
tingkat Kabupaten menjadikan peran Kecamatan tidak dapat 
dikesampingkan. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 
penulis menyusun sebuah perumusan masalah untuk dikaji dalam 
pembahasan. Adapun perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana bentuk hubungan kerja dan koordinasi Pemerintah 
Kecamatan terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan Desa Wisata 
kawasan Karst di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro? 
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2. Hambatan serta solusi apakah yang timbul dalam hubungan kerja dan 
koordinasi Pemerintah Kecamatan terhadap Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan Desa Wisata Gebangharjo tersebut? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui bentuk hubungan dalam melakukan 
koordinasi dan pembinaan oleh Pemerintah Kecamatan 
Pracimantoro terhadap Pemerintah Desa Gebangharjo terkait 
dengan pengelolaan Desa Wisata kawasan Karst. 
b. Untuk mengetahui hambatan serta solusi dari dampak yang 
timbul di dalam koordinasi dan pembinaan Pemerintah 
Kecamatan terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan Desa 
tersebut. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Penelitian bertujuan untuk menambah pemahaman penulis 
dalam bidang hukum dan hubungan antara pemerintah 
Kecamatan dengan Pemerintah Desa dalam sistem tata negara, 
serta memperluas wawasan penulis dalam menerapkan teori-
teori dan pengetahuan yang telah diperoleh dalam bidang ilmu 
Hukum Tata Negara. 
b. Penelitian bertujuan untuk melatih kemampuan penulis dalam 
mempraktekkan teori-teori ilmu hukum, dan memperluas 
konsep pemikiran serta pengetahuan yang didapat dalam 
perkuliahan. 
c. Penelitian bertujuan sebagai syarat akademis untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan dalam ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan 
Hukum Tata Negara pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan 
literatur kepustakaan dalam bidang karya ilmiah. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk 
membantu dalam pemecahan suatu permasalahan yang diteliti 
oleh penulis. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan jawaban dari 
permasalahan yang diteliti, membentuk pola pikir yang 
sistematis, mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu 
yang dipelajari di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
b. Hasil dari penelitian diharapakan dapat memberi masukan dan 
membantu semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait 
permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang 
mengkaji ilmu hukum terkait permasalahan yang diteliti. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkap 
kebenaran secara konsisten, metodologis, dan sistematis. Metode 
penelitian mendukung berlangsungnya proses penelitian terkait dengan 
analisa terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 
empiris untuk mengetahui keadaan dan kondisi dalam hubungan 
yang terjadi. Penelitian hukum empiris didasarkan pada metode, 
sistematika, serta pemikiran-pemikiran tertentu yang ditarik 
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kesimpulan melalui analisa data. Observasi dan wawancara sebagai 
bentuk pencarian informasi melalui narasumber secara mendalam 
diperlukan untuk mencari permasalahan serta pemecahannya yang 
timbul dari gejala yang muncul. 
Penelitian empiris menggunakan data sekunder sebagai 
acuan guna memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian, 
yang kemudian diikuti oleh pengolahan data primer yang terdapat di 
lapangan atau dalam hal ini dalam ruang lingkup pemerintahan 
(Soerjono Soekanto, 2014:52). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sifat 
penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui nilai variable 
satu dengan variable lain tanpa membuat perbandingan atau 
penggabungan antara variable satu dengan variable lain. Sifat 
penelitian deskriptif bertujuan dalam meneliti suatu obyek, suatu 
kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada 
masa sekarang, yang kemudian dideskripsikan melalui gambaran 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Mohammad Nazir 2005: 
47). 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu 
pendekatan penelitian dengan menggunakan data yang dinyatakan 
secara verbal guna memahami kejadian dan situasi yang terjadi 
terhadap obyek penelitian. Pendekatan penelitian kualitatif 
digunakan dengan tujuan menjabarkan proses dan hasil dari 
hubungan kerja antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah 
Desa dalam pengembangan pengelolaan Desa Wisata Gebangharjo. 
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan di gunakan agar dalam peneltian 
diperoleh hasil yang diharapkan adalah wilayah desa Gebangharjo, 
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kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri dengan 
pertimbangan bahwa desa Gebangharjo tersebut berkaitan dengan 
apa yang penulis teliti. 
5. Sumber Data Penelitian 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara 
langsung melalui sumber pertama yang berupa data ataupun 
fakta melalui wawancara dengan Pemerintah Kecamatan, 
Pemerintah Desa, serta pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan Desa Wisata Gebangharjo secara langsung. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui 
informasi yang terdapat dalam dokumen, buku, jurnal, 
maupun hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
terkait dengan hubungan kerja dalam sistem Tata Negara. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Teknik pengumpulan data secara observasi atau 
pengamatan secara langsung terhadap hubungan kerja dan 
koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kecamatan 
dengan Pemerintah Desa, termasuk dengan pihak yang 
terlibat secara lansugn dalam pengelolaan Desa Wisata 
Gebangharjo, perihal pengelolaan Desa Wisata. 
b. Wawancara 
Pengumpulan data secara wawancara dilakukan 
secara langsung dengan narasumber baik dari Pemerintah 
Kecamatan, Pemerintah Desa, maupun pihak lain guna 
mendalami hubungan kerja dan koordinasi sebagai bentuk 
proses dalam menjalankan pengelolaan Desa Wisata 
Gebangharjo. 
9 
 
Narasumber yang diwawancarai oleh penulis guna 
melengkapi data dalam penelitian adalah: 
1) Bapak Warsito, S.I.P., M.M. selaku Camat 
Pracimantoro; 
2) Bapak Bogiyono selaku Kepala Desa 
Gebangharjo; 
3) Bapak Ari Winanto selaku Petugas Keamanan 
Museum Karst Pracimantoro. 
c. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan diperlukan dalam penelitian guna 
mencari informasi tentang hubungan kerja dan koordinasi 
antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa 
melalui sumber-sumber data dokumentasi, buku, jurnal, 
maupun Undang-Undang yang berlaku. 
7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah 
teknik pengolahan/analisis data kualitatif (paradigma critical theory 
dan konstruktivisme) dengan menggunakan metode interaktif Mile 
dan Huberman (Agus Salim 2006: 20). Data kualitatif diperoleh 
dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang telah 
ditentukan untuk kemudian dilakukan penguraian terakhir sehingga 
dapat kemudian diperoleh kesimpulan. Metode interaktif merupakan 
model analisa data yang dilakukan dengan cara reduksi data, 
penyajian data, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan atas 
pengolahan data. 
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Metode analisis dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Tahap reduksi data kualitatif dilakukan pemilihan 
dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, 
dan transformasi data mentah atau data yang belum diolah. 
Reduksi data diperlukan guna memilah data yang akan 
disajikan untuk kemudian diolah sehingga siap untuk 
diambil kesimpulan. 
b. Penyajian Data 
Penyajian data kualitatif dilakukan melalui 
pengembangan deskripsi informasi tersusun untuk menarik 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 
berupa informasi yang disusun secara sistematis 
mempermudah dalam penarikan kesimpulan. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam analisis 
kualitatif dilakukan dengan mencari makna pada setiap 
kondisi dan situasi yang diperoleh di lapangan, mencatat 
keteraturan dan konfigurasi yang ada, alur kausalitas dari 
fenomena dan proposisi.  
 
 
Kesimpulan/Verifikasi 
Perolehan Data 
Penyajian Data Reduksi 
Data 
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F. Sistematika Penulisan Penelitian Hukum 
Sistematika penulisan hukum bertujuan guna memberikan gambaran 
secara menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi 
penulisan hukum, sehingga sistematika penulisan hukum dibagi dalam 
empat bab yang saling berkaitan dan berhubungan yang dimaksudkan guna 
mempermudah pemahaman terhadap hasil penelitian hukum. Sistematika 
dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I   : PENDAHULUAN 
Bab I penulis berusaha memberikan gambaran awal perihal 
penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 
dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih 
memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II penulis berusaha menguraikan materi-materi dan 
teori-teori yang diperoleh secara sistematis, antara lain 
tentang:  
I. Kerangka Teori: 
1. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah 
2. Tinjauan tentang Pemerintah Kecamatan 
3. Tinjauan tentang Pemerintah Desa 
4. Tinjauan tentang Desa Wisata 
5. Tinjauan tentang Hubungan Kerja Pemerintah 
Kecamatan dengan Pemerintah Desa. 
6. TInjauan tentang Badan Usaha Milik Desa 
II. Kerangka Pemikiran 
Kerangka teori menjadi landasan guna mendasari analisis 
hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 
mengacu pada pokok-pokok permasalahan dalam 
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penelitian ini. Kerangka teori kemudian dibuat dalam 
kerangka pemikiran yang menampilkan dan menjabarkan 
bagan untuk memudah pemahaman. 
BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
BAB III penulis berusaha menguraikan hasil penelitian dan 
pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang ada, 
yaitu: 
1. Bagaimana bentuk koordinasi dan pembinaan 
Pemerintah Kecamatan terhadap Pemerintah 
Desa dalam pengelolaan Desa Wisata kawasan 
Karst di Desa Gebangharjo, Kecamatan 
Pracimantoro? 
2. Hambatan apakah yang timbul dalam hubungan 
kerja dan koordinasi Pemerintah Kecamatan 
terhadap Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
Desa Wisata Gebangharjo tersebut? 
BAB IV  : PENUTUP 
BAB IV penulis berusaha memamparkan hasil pemikiran 
atau kesimpulan yang telah diperoleh dari pengolahan data 
penelitian sesuai dengan perumusan masalah, berikut saran 
maupun kritik terkait dengan penelitian. 
 DAFTAR PUSTAKA 
 LAMPIRAN 
